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ABSTRAK 
Sebelum hukum dibuat negara dalam mengatur hubungan internasional telah 
digunakan kebiasaan-kebiasaan, sebelum kebiasaan itu menjadi hukum maka kebiasaan itu 
harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh persetujuan 
bersama dari anggota masyarakat internasional, kebiasaan sebagai suatu sumber hukum 
internasional pada umumnya telah diterima dan diakui oleh para hukum, baik dari Dunia 
Barat maupun Dunia Timur. Dalam hukum Internasional tersebut yang merupakan 
perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan 
disetujui oleh masyarakat internasional. 
 
Kata kunci: moral, etika, hubungan internasional 
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I. PENDAHULUAN 
Moral dan etika pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai 
yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan 
secara benar dan layak. Dengan demiikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan 
dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai 
bagian dari filsafat merupakan system dari prinsip moral termasuk aturan-aturan 
untuk melaksanakannya. 
Dalam hukum internasional moral dan etika tersebut dikaitkan pada 
kewajiban subyek hukum internasional antara lain seperti negara untuk 
melaksanakan dengan etikat baiknya ketentuan-ketentuan di dalam hukum 
internasional tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan 
yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat internasional. 
Sehubungan dengan hal itu, hukum internasional memberikan dasar hukum bagi 
pengelolaan secara tertib dalam hubungan internasional. 
Negara sebagai subyek hukum internasional dan sebagai anggota 
masyarakat internasional sudah tentu harus menghormati dan melaksanakan bukan 
saja aturan hukum kebiasaan internasional (rules of customary international law) 
yang sudah merupakan aturan-aturan hukum yang sudah diterima oleh masyarakat 
internasional secara luas, tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang 
tersusun dalam instrumen-instrumen internasional di mana negara tersebut menjadi 
pihak. 
Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tersebut merupakan praktek-
praktek umum yang sudah diterima oleh semua negara sebagai hukum yang hampir 
semunya terdiri dari elemen-elemen yang bersifat konstitutif. Praktek-prakek tersebut 
telah meningkat pelaksanaannya secara universal karena banyak negara lagi yang 
telah menggunakannya sebagai kebiasaan. 
Sebelum hukum dibuat oleh negara maka dalam mengatur hubungan 
internasional telah digunakan kebiasaan-kebiasaan. Sebelum kebiasaan itu menjadi 
hukum maka kebiasaan itu harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama agar 
dapat memperoleh persetujuan bersama dari anggota masyarakat internasional. 
Kebiasaan sebagai suatu sumber hukum internasional pada umumnya telah diterima 
dan diakui oleh para ahli hukum baik dari dunia Barat maupun dunia Timur.  
Menurut pandangan Mahkamah Internasional untuk menjadikan suatu 
aturan hukum kebiasaan internasional, memang diperlukan suatu masa yang cukup 
panjang, dimana kepentingan negara-negara akan terpengaruh secara khusus dan 
aturan-aturan tersebut dikenakan secara luas dan seragam. 
Mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara sangat 
didasarkan atas adanya kesepakatan (consent) negara tersebut untuk menerima 
prinsip-prinsip dan aturan yang ada di dalammnya. Aturan-aturan (rules of conduct) 
itu menjadi hukum ketika telah diterima sebagai kekuatan yang mengikat diantara 
para pihak. 
101 
 
Dengan demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian 
atau konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya 
untuk mengikatkan diri pada instrumen-instrumen internasional tersebut. 
Dalam membicarakan aspek moral dan etika dalam penegakan hukum 
internasional akan dipusatkan pada beberapa permasalahan pokok sebagai berikut: 
1. Kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah 
disetujuinya dengan etikat baik 
2. Kewajiban internasional yang harus dilaksanakan baik oleh negara anggota 
maupun bukan anggota PBB 
3. Negara bukan pihak perjanjian internasional tetapi mempunyai kewajiban untuk 
melaksanakan perjanjian tersebut 
4. Kewajiban negara terhadap hukum kebiasaan internasional 
5. Negara tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional 
yang telah disetujuinya dengan alasan peraturan perundang-undangan 
nasionalnya 
6. Kewajiban semua negara untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan baik 
negara anggota maupun bukan anggota PBB 
7. Kewajiban negara-negara untuk melaksanakan keputusan Mahkamah 
Internasional mengenai pertikaian masalah yang mereka ajukan ke Mahkamah 
tersebut 
8. Kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sidah 
diratifikasinya 
Dalam pandangan ahli hukum internasional Italia, Anzilotti dinyatakan 
bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian internasional adalah karena prinsip 
mendasar yang disebut pacta sunt servanda. Menurut prinsip ini negara terikat untuk 
melaksanakan dengan etika baiknya kewajiban-kewajiban yang dipikulnya sesuai 
dengan perjanjian tersebut. Sehubungan dengan hal itu Uppenheim telah 
memberikan tanggapan bahwa mengapa perjanjian internasional selalu mempunyai 
kekuatan mengikat masih banyak dipertentangkan. 
Banyak penulis berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian 
adalah hukum kodrat, dalam agama dan prinsip-prinsip moral serta dalam sikap 
mengekang diri dari negara-negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian 
tersebut. Beberapa diantaranya juga menegaskan bahwa hal itu merupakan keinginan 
dari para pihak yang memberikan kekuatan mengikat pada perjanjian yang dibuat 
oleh mereka. Jawaban yang benar mungkin bahwa perjanjian itu mengikat secara 
hukum karena ada aturan kebiasaan dalam hukum internasional bahwa perjanjian itu 
mengikat. 
Pada waktu perjanjian itu berlaku, maka harus juga diberlakukan oleh 
negara-negara pihak dengan etikat baik. Untuk menegaskan prinsip pacta sunt 
servanda Komisi Hukum Internasional, suatu badan subsider pembuat hukum yang 
dibentuk oleh Majelis Umum. 
PBB dalam rancangannya tentang “Hukum Perjanjian” telah menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan “etikat baik” antara lain meminta agar sesuatu pihak 
dari perjanjian itu tidak akan mengambil tindakan-tindakan apapun yang 
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diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau menghalangi maksud perjanjian 
tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa jika sesuatu negara tidak dapat mentaati 
kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab internasional, kecuali jika 
ketidakmampuan itu dapat dibenarkan atau dibebaskan menurut aturan umum hukum 
internasional mengenai tanggung jawab negara. 
Karena itu menjadi keharusan dari semua negara untuk melaksanakan 
dengan etikat baiknya kewajibannya yang timbul dari perjanjian itu dan sumber 
hukum internasional lainnya. 
Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-undang Dasar maupun peraturan perundang-undangannya sebagai alasan 
untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satu dari prinsip hukum internasional 
yang paling tua yang merupakan doktrin pata sent servanda tersebut bagaimanapun 
mengandung arti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan. Walaupun ada perbedaan 
pendapat mengenai sifat aturan yang absolut dan persyaratan yang menurut hukum 
mungkin dapat dikesampingkan. Keharusan untuk menghormati kewajiban dengan 
etikat baik itu mencerminkan syarat dasar yang penting untuk suatu tata hukum dan 
tidak dapat disangsikan lagi mengenai adanya keharusan semacam itu, meskipun 
lingkupnya dapat merupakan pokok dari penafsiran yang berbeda. 
Mahkamah Permanen Internasional dalam kasus Penunjukkan Wakil-Wakil 
Buruh ke Konferensi Buruh Internasional dalam tahun 1920 telah memberikan 
pendapat saran (advisory apinion) bahwa kewajiban yang bersifat kontraktual bukan 
hanya sebagai “kewajiban moral” tetapi merupakan “suatu kewajiban yang menurut 
hukum, para pihak terikat satu sama lain. Kemudian Mahkamah Internasional PBB 
dalam kasus mengenai 
“Pernyataan keberatan dari negara-negara tertentu terhadap Konvensi 
mengenai Genosida” dalam tahun 1951 juga telah memberikan pendapat sarannya 
dengan menyatakan bahwa “tidak satu pihakpun dalam perjanjian diperbolehkan 
untuk menggagalkan atau mengahalang-halangi dengan memakai keputusan yang 
sepihak atau persetujuan tertentu, sasaran dan rasion d’etre dari konvensi tersebut” 
Karena itu mungkin prinsip yang paling mendasar dalam hukum 
internasional dan yang benar-benar merupakan prinsip dasar dari perjanjian tidak lain 
hanyalah pacta sent servanda. Prinsip ini kemudian telah dimasukkan dalam 
Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa : “Setiap 
perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak dari perjanjian tersebut 
dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan etikat baik” 
Sebagai contoh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Portugal dan Sekretaris 
Jenderal PBB dalam usaha mencari penyelesaian masalah Timtim secara adil. 
Menyeluruh dan diterima secara internasional pada tanggal 5 Mei 1999 telah 
menandatangani suatu persetujuan di New York yang isinya agar Sekjen PBB 
menyelenggarakan Jajak Pendapat (Popular Consultation) di Timtim pada tanggal 30 
Agustus 1999. 
Dalam rangka persetujuan tersebut Pemerintah Indonesia mempunyai 
kewajiban untuk menjamin suatu lingkungan yang aman bagi terciptanya proses 
jajaki pendapat yang bebas dan adil serta bertanggung jawab terhadap keamanan para 
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staf PBB. Indonesia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
perjanjian tersebut sehingga berakhirnya jajak pendapat. 
 
 
II. PEMBAHASAN 
A. KEWAJIBAN INTERNASIONAL YANG HARUS DILAKSANAKAN BAIK OLEH 
NEGARA ANGGOTA MAUPUN NEGARA BUKAN ANGGOTA PBB 
 
Pada waktu negara akan mengajukan permintaan untuk menjadi anggota 
baru PBB maka negara tersebut harus menyatakan bahwa kecuali negara tersebut 
adalah cinta damai, juga harus menyatakan di dalam suatu pernyataan yang dibuat 
dalam instrumen resmi bahwa Negara tersebut menerima semua kewajiban-
kewajiban sebagaimana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan Piagam PBB. 
Yang diartikan dengan kewajiban tersebut adalah kewajiban-kewajiban 
internasional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan etikad baik, oleh semua 
negara anggota PBB agar dapat menjamin mereka hak-hak dan manfaat dari 
keanggotan mereka tersebut. 
Dalam Piagam PBB kewajiban-kewajiban itu meliputi hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Kewajiban Negara untuk Menyelesaikan Pertikaian Internasional Secara 
Damai 
Pasal 2 (3) Piagam PBB menyatakan bahwa dalam menghadapi pertikaian 
internasional (pertiakian antar negara), maka negara-negara anggota PBB wajib 
menyelesaikannya dengan cara-cara damai sedemikian rupa agar tidak 
mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan. Piagam PBB 
mengusahakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui 
penyelesaian damai sebagai salah satu tujuan utama PBB, yaitu dengan 
mengenakan “tanggung jawab” kepada anggotanya untuk menyelesaikan 
pertikaian internasional secara damai. 
Dengan demikian para pihak diminta untuk menyelesaikan pertikaian 
mereka yang diperkirakan dapat mengancam perdamaian dan keamanan 
internasional, dengan utamanya penyelesaian dengan cara damai menurut 
pihlihan mereka sendiri. Dalam rangka mencari penyelesaian pertikaian secara 
damai itu negara yang terlibat pertikaian itu tidak diperkenankan untuk 
mengambil tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi sehingga dapat 
mengancam perdamaian dan keamanan internasional. 
Sebaliknya negara tersebut harus melakukannya sesuai dengan prinsip-
prinsip dan tujuan PBB. Kewajiban negara untuk menyelesaikan pertikaiannya 
secara damai tersebut tidak termasuk kewajiban untuk menyelesaikan semacam 
pertikaian tertentu dengan cara-cara tertentu atau untuk mengikuti urutan 
prioritas tertentu apapun dalam memilih cara-cara yang dikehendaki. Satu-
satunya pengecualian pernyataan yang bersifat umum tersebut adalah bahwa 
menurut Pasal 52 (2) negara anggota PBB diminta untuk mengupayakan setiap 
usaha agar bisa dicapai penyelesaian secara damai dalam pertikaian lokal melalui 
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peraturan regional maupun badan-badan regional sebelum pertikaian 
disampaikan kepada Dewan Keamanan. 
Demikian juga dinyatakan di dalam Pasal 36 (3) bahwa dalam membuat 
rekomendasi terhadap para pihak yang bersengketa, Dewa Kemanan harus 
memperhatikan bahwa pertikaian hukum, menurut aturan umum, para pihak 
haruslah memajukannya kepada Mahkamah Internasional. Namun demikian 
suatu negara tidak harus menyampaikan pertikaian hukumnya kepada 
Mahkamah, kecuali jika kasus-kasusnya telah disetujui sebelumnya oleh para 
pihak yang bersengketa untuk melakukannya. 
Dalam pertikaian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia mengenai 
kepulauan Sipadan dan Ligitan, kedua negara sesuai dengan kewajiban 
internasional masing-masing dalam menyelesaikan pertikaian tersebut telah 
mengupayakan jalan-jalan damai dengan perundingan, tetapi kedua pihak tidak 
dapat mencapai hasil yang berarti. Walaupun ada pengaturan regional (regional 
arrangement) seperti Treaty of Aminity and Coorperation ASEAN 1976 dan 
badan regional (regional agency) seperti ASEAN sendiri, namun kedua pihak 
tidak menyetujui untuk memanfaatkan pengaturan-pengaturan tersebut. Namun 
demikian karena pertikaian itu tidak mengancam perdamaian dan keamanan 
maka Indonesia dan Malaysia tidak mengajukan ke Dewan Keamanan PBB, 
melainkan untuk mengajukan pertikaian hukum itu ke Mahkamah Internasional. 
 
2. Kewajiban negara untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan 
terhadap negara lain 
Pasal 2 (4) memberikan kewajiban kepada semua negara anggota PBB 
untuk tidak menggunakan baik ancaman maupun kekerasan (threats or use of 
force) di dalam hubungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan 
kemerdekaan politik dari sesuatu negara atau dengan cara apapun yan tidak 
sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Yang dimaksud dengan “penggunaan 
kekerasan” (use of force) disini menyangkut kekerasan militer yang dilakukan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan senjata terhadap sesuatu 
negara hanya dapat dilakukan atas otoritas Dewan Keamanan PBB jika negara itu 
melakukan tindakan yang dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian 
dan melakukan tindakan agresi terhadap negara lain. Di samping itu tindakan 
kekerasan itu juga dapat dilakukan oleh sesuatu negara terhadap negara lainnya 
dalam rangka hak bela diri (the right of self defense) 
Dalam hal ini Majelis Umum PBB yang mempunyai tanggung jawab 
residual dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional juga 
dapat memberikan rekomendasi untuk menggunakan langkah-langkah militer 
bahwa negara dalam situasi tertentu dapat menggunakan haknya untuk membela 
diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk 
tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap negara lain, 
karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam 
PBB. Pada waktu Indonesia mengirimkan tentaranya ke Timor Timur dan 
sesudah itu mengintegrasinya menjadi provinsinya yang ke-27 dalam tahun 1976 
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telah menimbulkan reaksi keras di PBB dan DK-PBB menyatakan “menyesal 
terhadap Pemerintah Indonesia atas intervensi pasukan militernya di wilayah 
Timor Timur” serta “menyerukan agar Pemerintah Indonesia segera menarik 
pasukannya dari wilayah tersebut”. 
 
3. Kewajiban Negara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara 
lain. 
Pasal 2 (7) Piagam juga memberikan kewajiban kepada anggota PBB 
untuk tidak melakukan campur tangan urusan dalam negera lain. Baik negara 
maupun kelompok negara tidak mempunyai hak dengan alasan apapun juga 
untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Oleh karena itu, intervensi senjata dan segala bentuk intervensi 
atau terhadap unsur-unsur budaya, ekonomi dan politik adalah pelanggaran 
terhadap hukum internasional. 
Namun demikian tidak mengurangi adanya kemungkinan bahwa campur 
tangan itu dapat dilakukan dalam hal penerapan Bab VII Piagam yaitu mengenai 
pelaksanaan dari langkah-langkah untuk mengenalkan sanksi. 
Pemerintah Swedia juga bisa dianggap telah mencampuri urusan dalam 
negeri Indonesia (masalah Aceh) dengan membiarkan warga negaranya (Hassan 
Tiro) mengadakan konspirasi untuk memimpin, membantu dan menghasut GAM 
melakukan perlawanan terhadap Pemerintah yang sah dan memisahkan diri dari 
NKRI. 
 
 
B.  NEGARA BUKAN PIHAK PERJANJIAN INTERNASIONAL TETAPI MEMPUNYAI 
KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN PERJANJIAN  
 
Pada umumnya negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional 
dengan sendirinya menjadi negara pihak yang harus melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan etikat baiknya. Ini sesuai dengan prinsip 
pacta sunt servanda yaitu pada perjanjian yang berlaku akan mengikat pada pihak-
pihak dari perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan etikad 
baik. Sebaliknya “suatu perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak terhadap 
negara ketiga tanpa adanya persetujuan dari padanya”. 
Namun demikian dalam beberapa hal negara ketiga yang bukan menjadi 
pihak bisa juga terikat oleh suatu perjanjian internasional. Pengecualian ini tercermin 
di dalam Konvensi Wina 1969 mengenai hukum perjanjian termasuk dalam Piagam 
PBB. 
1. Suatu kewajiban negara ketiga bisa timbul karena ketentuan dalam perjanjian itu 
menyatakan bahwa para pihak dari perjanjian tersebut menghendaki bahwa 
ketentuan itu menjadi cara untuk menciptakan kewajiban dan negara ketiga itu 
menerima secara tegas dan tertulis mengenai penerimaan kewajiban tersebut. 
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2. Perjanjian multilateral yang menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional 
yang sudah baku dapat mengikat bahkan kepada negara yang bukan pihak dari 
perjanjian tersebut. 
3. Perjanjian multilateral yang menciptakan aturan baru dalam hukum internasional 
juga dapat mengikat negara yang bukan pihak. Seperti halnya Pasal 2 (6) Piagam 
PBB menyatakan bahwa negara bukan anggota PBBpun akan bertindak sesuai 
dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam Piagam PBB 
4. Jika suatu perjanjian mengharuskan beberapa kewajiban terhadap negara ketiga 
dan negara ini menerimanya, maka negara ketiga kemudian terikat oleh 
perjanjian tersebut. 
 
 
C.  KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ATURAN HUKUM KEBIASAAN 
INTERNASIONAL 
 
Seperti telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa aturan hukum 
kebiasaan internasional itu merupakan praktek-praktek umum yang telah diterima 
sebagai hukum yang hampir semuanya berisi elemen-elemen yang bersifat konstituf. 
Agar bis menjadi suatu hukum kebiasaan internasional maka kebiasaan-kebiasaan itu 
harus diterima dulu oleh negara-negara yang sudah menyesuaikan diri terhadap 
kebiasaan-kebiasaan tersebut, yang sekarang telah menjadi kekuatan hukum yang 
mengikat. 
Pada umumnya kebiasaan internasional itu mengikat bukan saja negara-
negara yang menciptakannya tetapi juga bagi negara-negara baru yang sudah 
menjadi anggota masyarakat internasional khususnya yang telah menjadi anggota 
PBB. 
Tatkala Indonesia harus membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk 
mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah jajak pendapat di 
Timtim. Indonesia telah mengeluarkan UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan 
HAM. Undang-Undang tersebut dalam merumuskan yurisdiksinya terhadap perkara 
yang akan ditanganinya (redone materiea) telah mengadopsi aturan hukum kebiasaan 
internasional seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang 
telah dipakai sejak Pengadilan Kejahatan Perang di Nuremberg tahun 1945-1946 dan 
tahun 1947-1949.  
Pengadilan Militer di Tokyo tahun 1946-1948, kemudian juga oleh 
Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwand 
(ICTR) dan bahkan telah dimasukkan di dalam Statuta Roma 2002 mengenai 
Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). 
Dalam Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) 
yang mengadili orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat 
hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia, hukum 
yang akan dikenakan bukan saja instrumen-instrumen hukum internasional yang ada 
tetapi juga hukum kebiasaan internasional. Sesuai dengan azas “nullun crimen sine 
lege” pengadilan tersebut harus menerapkan aturan-aturan dari hukum humaniter 
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internasional yang tidak diragukan lagi sebagai bagian dari hukum kebiasaan 
internasional. 
 
D. NEGARA TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN 
INTERNASIONAL DENGAN ALASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
NASIONALNYA 
 
Suatu negara yang telah menyatakan dirinya terikat kepada suatu perjanjian 
internasional tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian dengan 
alasan adanya kesulitan dari peraturan perundang-undangan nasionalnya. 
Suatu negara juga tidak diperbolehkan untuk meminta bahwa 
kesepakatannya untuk meningkatkan diri pada suatu perjanjian yang telah dinyatakan 
sebelumnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kewenangan 
untuk membuat perjanjian dalam hukum nasionalnya, sebagai pembatalan 
kesepakatannya. Namun hal itu dikecualikan dalam hal pelanggaran itu merupakan 
kenyataan dan menyangkut suatu peraturan dari hukum nasionalnya yang dianggap 
sebagai kepentingan mendasar (fundamental importance). 
Barangkali dapat diambil sebagai contoh dalam kasus Indonesia 
menandatangani “New York Agreement, May, 1999”. Pada saat itu karena belum 
lahir UU No. 24 Tahun 2000 mengenai pembuatan Perjanjian Internasional, maka 
dasar hukum penandatangan New York Agreement tersebut adalah Surat Presiden RI 
kepada Ketua DPR No. 2826/HK/60 tertanggal 22 Agustus 1960 perihal “Pembuatan 
Perjanjian-perjanjian dengan negara lain”. 
Pemerintah Indonesia yang telah menandatangani Agreement tersebut tidak 
dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk tidak melaksanakannya dengan alasan 
peraturan perundang-undangan nasionalnya, bahwa Agreement semacam itu belum 
disetujui oleh DPR sesuai dengan bola 4.a. Surat Presiden tersebut yang antara lain 
menyatakan : 
4. “… perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat 
persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden ialah … yang mengandung materi 
sebagai berikut : 
a. … soal-soal yang dapat mempengaruhi perjanjian-perjanjian tentang 
perubahan wilayah atau penetapan tapal batas” 
Seperti diketahui bahwa New York Agreement tersebut merupakan 
persetujuan yang menyangkut “perubahan wilayah” Timtim atau perubahannya 
mengenai “penetapan tapal batas” Negara Kesatuan RI yang semestinya tidak harus 
ditandangani dahulu sebelum ada persetujuan dari DPR sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
 
 
E.  KEWAJIBAN SEMUA NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN KEPUTUSAN DEWAN 
KEAMANAN BAIK NEGARA ANGGOTA MAUPUN BUKAN ANGGOTA PBB 
 
Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 25 Piagam PBB, semua 
negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan dari 
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Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam. Dengan demikian dapat diarahkan bahwa 
keputusan itu bukan saja harus dipatuhi tetapi juga harus dilaksanakan karena 
ketentuan itu mengikat secara hukum. Bukan saja bagi semua negara anggota PBB 
tetapi juga bagi negara yang bukan anggota PBB. Ketertikatan negara bukan anggota 
PBB itu tercermin di dalam Piagam PBB sendiri. 
Kewajiban yang diberikan kepada negara anggota PBB menurut Pasal 25 
tersebut pada hakekatnya merupakan konsekuensi langsung sebagai kewenangan 
yang telah diberikan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 24 yaitu semua 
negara anggota menyetujui bahwa Dewan Keamanan di dalam mengemban 
“tanggung jawab utamanya” (primary responsibility) untuk memelihara perdamaian 
dan keamanan internasional itu bertindak atas nama semua negara anggota tersebut. 
Karena itu masuk akal bahwa mereka juga harus menyetujui untuk menerima dan 
melaksanakan keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan dalam memikul 
tanggung jawabnya tersebut. 
Oleh karena itu keputusan Dewan Keamanan tidak dapat diabaikan begitu 
saja karena mengikat secara hukum dan bahkan bagi negara yang tidak 
melaksanakannya secara terus menerus dapat dikenakan sanksi, atas rekomendasi 
Dewan Keamanan. 
Selama itu belum pernah dikeluarkan UU tersendiri mengenai Pembuatan 
Perjanjian Internasional, karena itu surat tersebut bisa menciptakan hukum positif 
yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian internasional bagi 
pemerintah Indonesia. 
Majelis Umum PBB dapat menjatuhkan sanksi dengan melakukan 
pengusiran terhadap suatu anggotanya yang secara terus menerus mengadakan 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Dalam tahun 1992 Yugoslavia 
telah dikenakan sanksi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan dan 
telah diputuskan bahwa Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro tidak 
dapat meneruskan keanggotannya di PBB dan harus mengajukan lagi keanggotannya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Piagam dan tidak lagi dapat 
ikut serta di dalam persidangan-persidangan. 
Indonesia pernah tidak melaksanakan keputusan-keputusan dari Dewan 
Keamanan tatkala Indonesia mengadakan intervensi militer ke Timtim dalam tahun 
1975. Keputusan itu antara lain berisi permintaan pemerintah Dewan Keamanan agar 
Pemerintah Indonesia segera menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur. Namun 
akhirnya Indonesia baru melaksanakannya 23 tahun kemudian pada waktu 
penyerahan wilayah itu kepada UNTAET dilakukan pada tanggal 24 Oktober 1999. 
 
 
F.  KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN KEPUTUSAN 
MAHKAMAH INTERNASIONAL MENGENAI PERTIKAIAN MASALAH YANG 
MEREKA AJUKAN KE MAHKAMAH   
 
Setelah negara anggota PBB wajib menjalankan sesuai dengan keputusan 
dari Mahkamah Internasional mengenai setiap kasus pertikaian dimana negara-
109 
 
negara tersebut merupakan pihak. Jika salah satu pihak dari pertikaian itu tidak mau 
melaksanakan kewajiban yang harus dipikulnya menurut keputusan yang telah 
disetujui oleh Mahkamah Internasional, maka pihak yang bertikai lainnya dapat 
mengajukannya kepada Dewan Keamanan PBB yang jika dianggap perlu Dewan 
dapat membuat rekomendasi atau keputusan untuk mengambil langkah-langkah agar 
keputusan Mahkamah Internasional tersebut menjadi efektif. 
Walaupun keputusan Mahakamah Internasional itu dikatakan tidak 
mempunyai kekuatan mengikat, namun keputusan itu mengikat secara hukum 
terhadap para pihak yang bertikai dan hanya yang berkaitan dengan kasus pertikaian 
tertentu saja yang mereka ajukan kepada Mahkamah. Keputusan itu bersifat final dan 
para pihak yang bertikai tidak diperbolehkan mengajukan banding. 
Dalam kasus pertikaian antara Indonesia dan Malaysia mengenai Kepulauan 
Ligitan dan Sipadan telah diajukan ke Mahkamah Internasional sejak tanggal 2 
Nopember 1998 melalui Persetujuan. Khusus yang dibuat oleh dua negara yang 
ditanda tangani di Kuala Lumpur tanggal 13 Mei 1997 dan diberlakukan tanggal 14 
Mei 1998. Setelah melalui persidangan-persidangan, Mahkamah Internasional di Den 
Haag dalam sidangnya tertanggal 17 Desember 2002 atas dasar teori “effectivites” 
telah mengambil keputusan dengan suara 16 lawan 1 bahwa “kedaulatan terhadap 
Pulau Ligitan dan Sipadan dimiliki oleh Malaysia” 
Pemerintah Indonesia sebagai pihak adalah pertikaian mempunyai 
kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan keputusan Mahkamah 
Internasional. 
 
 
 
II. PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan  
Menurut pandangan Mahkamah Internasional untuk dijadikan suatu aturan 
hukum kebiasaan internasional, memang diperlukan suatu masa yang cukup panjang, 
dimana kepentingan negara-negara akan terpengaruh secara khusus dan aturan-aturan 
tersebut dikenakan secara luasa dan seragam. 
Mengenai kekuasaan mengikat hukum internasional kepada negara-negara 
sangat didasarkan atas adanya kesepakatan (consent) negara tersebut untuk menerima 
prinsip-prinsip dan aturan yang ada didalamnya. Aturan-aturan (rules of conduct) itu 
menjadi hukum ketika telah diterima sebagai kekuasaan yang mengikat diantara para 
pihak dengan demikian tidak dijuampai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau 
konfensi-konfensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatan untuk 
mengikat diri pada instrumen-instrumen internasional. 
 
B.  Saran 
Dengan demikian para pihak diminta untuk menyelesaikan pertikaian 
dengan cara damai menurut pilihan mereka, dalam rangka mencari penyelesaian 
pertikaian secara damai itu negara. 
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Walaupun keputusan Mahkamah Iternasional itu dikatakan tidak 
mempunyai kekuatan mengikat namun keputusan itu mengikat secara hukum 
terhadap para pihak yang bertikai dan hanya yang berkaitan dengan kasus pertikaian 
tertentu saja yang mereka ajukan kepada Mahkamah. Keputusan itu bersifat final dan 
para pihak yang bertikai tidak diperbolehkan mengajukan banding. 
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